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ABSTRAK

Realitas kekerasan dalam rumah tanpgea saat ind sudah sampal pada taref vang
memprikatinkan. Banyak korban berjatuhan dan kebanyakan yang menjadi korban ndalah
perempuan dan anak-anak, Walsupun persoalannya banva menyangkut area privat
{kelearea), tapi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga berksitun dengan hak asas
manrusia. Dengan melihat kenvataan ini, dibuatlah pengaturan khosos tentang tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangpa, vang dituangkan dalam Undang-lUnrdang Nomor
23 Tabun 2004 teniang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangea. Suatu putusan
untuk menjaiehkan sanks) pidana tentunya dapat menimbulkan dampak, baik berupa
dampak sosial maupun dampak psikologl. Dalam skeipsi ini penulis merumuskan
permasalahan vaitu apa safa bentuk-bentuk sanksi pidana vang dijatuhkan hakim terhadap
pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangpa di Pengadilan Negeri Padang,
hagaimana perimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku lindak
pidana kckermsan dalam rumah tangpa di Pengadilan Neperi Padang dan bapaimana
dampak pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di
Pengadilan MNeperi Padang terhadap hubungan perkawinan antara korban dan pelaku.
Penplisan sknpsi im bermanfaal untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang
hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga. Penulisan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang
membandingkan Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangpa desgan kKenvataan
vang ada di lapangan berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi hubungan perkawinan antara korban
dan pelaku. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu di Pengadilan Negen Padang,
bentuk pidana yang dijatubkan pada pelaku tindak pidans kekerasan dalam ramah tangea
adzlah pidana penjara yang berkisar antara [-4 bulan. Dalam menjatuhkan putusan pada
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, hakim menghadapi suatu dilema. Dimana
hakim sclain menerapkan ULl PKDRT juga berusaha mempertahankan keharmonisan
rumah tangga korban dan pelaku, Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan. hakim
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seria
faktor agama, sosiologi dan filsafat. Dampak pemidanaan bagi pelaku tindak pidans
kekerasan dalam rumah tangea di Pengadilan Megeri Padang terhadap hubungan
perkawinan antara korban dan pelaku berbeda-beda terpantung kepada bentuk kasusnya.
Penulis menyarankan agar tujuan dadi UU PKDRT ini dapat tercapai, maka perlu
diadakan sosialisasi mengenai undang-undang ini terhadsp masyarakat, sehingga tidak
hanya orang-orang terentu saja yang mengetahui undang-undang ini. Dan hendaknya
sermug  persoalan  rumah  langea  yang  terjadi  diusahakan penvelesaikan  secara
kekelvargaan oleh semua pihak, baik korban, pelaku dan kedua keluarga. Namun apabila
persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan banilah persoalan
tersebut diselesaikan secara hukum.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, sampai terjadinya tindakan baik
secara fisik maupun nenfisik menjadikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga
mulai terkuak  dalam  kehidupan masyarakat. Banyak korban  berjatuhan  dan
kebanyakan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Walaupun
persoalannya hanya menyangkut area privat (keluarga), tapi kejahatan kekerasan
dalam rumah tangga berkaitan dengan hak asasi manusia. Karena pasal 45 dan 32
ayat (1) Undang-Undang Momor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyatakan dengan tegas “Hak wanita dan hak anak didalam undang-undang ini
adalah hak asasi manusia™.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencalst bahwa
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnva dalam  rumah tangea
menunjukkan peningkatan sceara signifikan dengan jumilah konsisten dar tahun ke
tabun, Peningkatan i di satu sisi menggembirakan karena menunjukkan bahwa
berbagal pibak sudah mencapai kesadaran untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan
lethadap perempuan pada umumnva dan kekerasan dalam remah tangga pada
Ehususnya, Mamun disisi lain, peningkatan ini menunjukkan banvaknya kasus

kekerasan yang terjadi ditengah kehidupan bangsa.'

Roomnisi Masioml Anti Kekernsan Terhadap Perempuan, Keberavan Terhadap Perempuan 2005 KDRT &
Pembatasan Atas Nama Kesasilonn, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta,
2006, Hal: 3



Penpanmvaan terhadap perempuan dalam rumah tangga dalam artian umum
adalah tindakan vang dilakukan oleh sescorang yang berada salu keluarga untuk
melukai angeola kelvarpa lainnya.® Penpamiaysan lerhadap isin dipengaruhi oleh
berbagal faktor sosiologis seperli budaya ataupun pandangan tradisional yang
menpangpap perempuan merupakan makhluk lemah, subordinat, yang marginal
perunnya dalam sendi kehidupan, dan menjadi penyebab wtama terjadinva perlakuan
kurang manusiawi dari kaum laki-laki.®

Pengamiayaan dan kekerasan dalam romah tangpa sudab ada sejuk dulu,
Mamun seringkali masvarakat memandang hal tersebal wajar saja karena divakini
balwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala
rumah tanpga dan terjadi dalam lembaga vang legal yaite perkawinan, Masyarakat
awarm masih berpandangan bahwa perermpuan adalah orang nomeor dua dalam rumah
tangga sehingga bisa diperlabukan dengan cara apapun.

Budaya dominasi laki-laki. pandangan babwa suami memiliki kedudukan
vang lebih timggn danpada 1510 sudah terkristalisasi dengan baik dalam masyvarmkal
dan tanpa disadari sebagian besar wanita membenarkan hal tersebut, Sehingga
diantara mereka meperima kekerasan suami terhadap istri. Justru pihak luar kurng
memberikan dukungan terhadap istrinya, hanya disarankan untuk pandai-pandai
menjaea dirinya.’

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul pemahaman bahwa anak

dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap scbagai mitra sehingpa dalam kondisi

A Nunuk Prasetyo Muniani, [998, Gerakim JAnti Kekerasar Teetiodap Perempuon, Kanisius,
Yopyakora. Hal: 24

L Axhar, Penpaniavaan Terhadag i 38 Kot Palembang dalam Persfeltll Soxiolopd Hukwer, dalam
Jurnal Bimbur Cabava Mo, 22 Tehon VITT Mei 2003, Hal: 185

' Iid, Hal: 174

I



apapun anak harus menurutl apapun kehendak orang tua. Korban pun enggan unmuk
melapor karena mercka beranggapan kekerasan dalam rumah tangga merupakan mb
bagr keluarga, Schingga perempuan alao anak yvang menjadl korban kekerasan oleh
sunmi atau oranptua mendiamkan saa perlakuan vang mercka lcnoma,

Krminolog Universitas [ndonesia, Erlangpa Masdiana berpendapat dalam
wawancaranya dengan Adi Prinantyo, kekerasan dalam romah angpa banyak tegadi
karena didalam rumah tanpga terjadi kepadatan interaksi vang tinggi. Kepadatan
interaksi it menyebabkan fimbulnya pelembagaan kekerasan yang bizsanya bermula
dan kekecewsan kedua belab prhak, Kunci persocalannya adalab tidak berjolannya
komunikasi secara efektif sehingga vang muncul adalah sterentpping (stigma) dan
prefudice (prasangka). Dha hal itu ]-:Em.udia.n mengalami -proses akumulasi vang
kadang dibumbui intervensi pthak ketiga. Bisa saja intervensi itu dan orangius atau
keluarga sendird, tetapi bisa jupa dan letangea. Tergantung sejauh mana dia punya
keterikatan Kepacla orang o, dan ite tergantung, dari banyak ssdikitmyva interaksi
diantara mercka.”

Realitas kekerasan dalam remah tangpea saat ini sudah sampai pads ami vang
memprbatimkan, Dengan melibat kenyataan ind | ustok mewnjudkan keadilan sangat
diperlukan suatu peradilan vang dapat menegakkan hukum denpan baik dan adil.
[hmana suatu proses peradilan berakthir dengan putusan akhir (vonis). Dalam putusan
itulah hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipentimbangkan dan

PrUTISnITY L,

Adi Prinantyo, Kekerason Oalam tumah Tangoo Dipengoraki Fattor feologd, Kompas, 9 Joli 2005
Sius intermel wiaw, kompas, oo, i)



BARBR 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Idari uraian pada bab-bab sebelumnya akhirnya penulis dapat menyimpulkan

k!

sebagal berikut:

i.

b

M Pengadilan Negen Padang, bentuk pidana yang dijatubkan adalah piudana
penjara. Mamun hakim masib belum menerapkan saksi pidana dalam Undang-
undang Mo, 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerssan Dalam Bumah Tangga
sceara maksimal, Ini dapat kita buktikan, dimana semuoa Kasus tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangea yang telab dipul:u..q di Pengadilan Negeri Padang
hanye dijatuhi pidana penjara yang berkisar antara 1-4 bulan.

Dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana kekerssan dalam rumah tangga,
hakim menghadapl svate dilema, Dimana bakim selain baros menerapkan L1
PRIDRT juga berusaha mempertahankan kebarmonisan remah tangga korban dan
pelaku.  Oleh  karena  itu dalam  menjatuhkan  putusan.  hakim  harus
mempertimbangkan hal-hal vang memberatkan dan hal-hal yang meringankan
serla faktor agama, sosiologl dan hilsafal.

Dampak pemidanaan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangea i
Pengadilan Meperi Padang terhadap hubunpan perkawinan antara korban dan

pelaku berbeda-beda terpantung kepada bentuk kasusnya.
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